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Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya tradisi pernikahan di Desa
Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, yang dikenal dengan istilah
Geying (Wage & Pahing). Tradisi ini memiliki makna yang dianggap sakral oleh
masyarakat setempat, di mana pelanggaran terhadap tradisi yang dipercaya dapat
membawa dampak negatif bagi pasangan yang melanggar, seperti rumah tangga
berikutnya. Hal ini sangat menarik untuk dikaji serta untuk mengetahui bagaimana
pandangan konsep Maslahah Mursalah mengenai larangan pernikahan ini.

Rumusan Masalah: 1) Bagaimana pandangan masyarakat desa Tiudan
dalam menerapkan tradisi weton dalam pernikahan? 2) Bagaimana tanggapan dari
tokoh adat di Desa Tiudan dalam menyikapi pasangan dengan hitungan weton
Geying (Wage & Pahing)? 3) Bagaimana pandangan konsep Maslahah Mursalah
terhadap implementasi dan penentuan pasangan dalam tradisi perhitungan temu
Geying (Wage & Pahing)?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik dalam mengumpulkan data
menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data:
reduksi data, paparan,penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian: 1) Meskipun ada masyarakat yang tidak percaya pada
tradisi ini, banyak yang masih mematuhi dan melaksanakan tahapan-tahapan
pernikahan sesuai dengan norma budaya yang ada. 2) Sepasang calon pengantin
yang ingin menikah dan memiliki hitungan weton Geying, tetap bisa dilakukan
dengan mengikuti syarat tertentu. 3) Tradisi larangan pernikahan pada hitungan
weton Geying boleh dan termasuk dalam Maslahah al-Tahsiniyyah yang dapat
dijadikan sebagai landasan hukum karena sifatnya sebagai pelengkap berupa
keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan.
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This research is motivated by the existence of a marriage tradition in Tiudan
Village, Gondang District, Tulungagung Regency, known as Geying (Wage &
Pahing). This tradition has a meaning that is considered sacred by the local
community, where violation of the tradition is believed to have a negative impact
on the offending couple, such as the next household. This is very interesting to study
and to find out how the concept of Maslahah Mursalah views the prohibition of this
marriage.

Problem Formulation: 1) What is the view of the Tiudan village community
in applying the weton tradition in marriage? 2) How do traditional leaders in Tiudan
Village respond to couples with Geying weton count (Wage & Pahing)? 3) What is
the view of the concept of Maslahah Mursalah towards the implementation and
determination of couples in the Geying (Wage & Pahing) weton calculation
tradition?

This type of research is field research and uses a qualitative approach with
descriptive methods. Techniques in collecting data using interviews, observation,
and documentation. Data analysis techniques: data reduction, exposure,
presentation, and conclusion drawing.

Research results: 1) Although there are people who do not believe in this
tradition, many still adhere to and carry out the stages of marriage in accordance
with existing cultural norms. 2) A couple who wants to get married and has a
weton Geying count, can still do so by following certain conditions. 3) The
tradition of marriage prohibition on the Geying weton count is permissible and
included in Maslahah al-Tahsiniyyah which can be used as a legal basis because it
is a complementary form of flexibility that can complement the benefit.
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